BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Konsep keadilan restoratif bukanlah suatu hal baru dalam sistem hukum,
melainkan telah ada dan berkembang sejak lama. Berdasarkan Peraturatn Kapolri
No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan
Restoratif, Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh Masyarakat,
tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari
penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali
pada keadaan semula. Tujuan dari konsep keadilan restoratif adalah untuk
memulihkan hubungan antara pelaku dan korban tindak pidana sehingga mencapai
keadaan semula. Dalam prakteknya, terdapat beberapa kasus tindak pidana
perkosaan yang penyelesaiannya menggunakan konsep keadilan restoratif dalam
tahap penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian. Namun, pendekatan ini
dianggap kurang tepat karena tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan serius

yang tidak boleh diselesaikan melalui konsep keadilan restoratif di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak
Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, terdapat peraturan yang mengatur
penggunaan konsep keadilan restoratif dalam tahap penyelidikan dan penyidikan
suatu perkara pidana oleh kepolisian. Konsep keadilan restoratif ini biasanya
digunakan untuk penyelesaian tindak pidana yang tergolong ringan. Penyelesaian
ini seringkali dilakukan melalui mediasi yang melibatkan pihak-pihak terkait,

seperti korban dan pelaku, dengan bantuan seorang mediator.

Konsep keadilan restoratif memiliki prinsip umum yang dibuat untuk dipahami
dalam penerapannya, namun dalam praktiknya penerapan konsep keadilan restoratif
di tiap negara-negara berbeda karena memilki politik hukumnya masing-masing.
Pada umummya untuk penyelesaian kasus tindak pidana perkosaan termasuk dalam
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kategori tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui konsep keadilan restoratif,
sehingga tidak menutup kemungkinan bagi tindak pidana perkosaan untuk
diselesaikan lewat konsep keadilan restoratif apabila suatu negara memungkinkan
untuk dilakukannya hal tersebut. Namun hal tersebut tidak berlaku di Indonesia,
karena Indonesia memiliki kebijakan peraturan-peraturan yang mengatur tentang
adanya larangan penyelesaian tindak pidana perkosaan seperti KUHP, UU TPKS,
UU KDRT, Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2021, dan sebagainya. Diluar hal itu
Masyarakat Indonesia juga menolak adanya kasus perkosaan yang diselesaikan
dengan konsep keadilan restoratif, hal ini juga dapat Kkita nilai bahwa tindak pidana
perkosaan merupakan suatu kejahatan yang melanggar ham dan merendahkan

martabat manusia.
5.2 Saran.

Mengingat bahwa konsep keadilan restoratif sekarang penerapannya sering
digunakan untuk penyelesaian suatu perkara pidana. Dari hasil penelitian ini penulis
memberi saran agar alangkah baiknya jika para aparat penegak hukum di ditap-tiap
daerah Indonesia diberi pembelajaran yang tepat dan benar mengenai apa itu konsep
keadilan restoratif. Hal tersebut ditujukan agar para penegak hukum tidak salah
menerapkan konsep keadilan restoratif terhadap suatu tindak pidana yang
seharusnya penyelesaiannya tidak diselesaiakan melalui keadilan restoratif. Tujuan
dari penggunaan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana
adalah agar pelaku tindak pidana mendapat sanksi yang sesuai dengan
perbuatannya. Selain itu, tujuannya juga adalah memberikan perlindungan kepada
korban dan memastikan bahwa korban memperoleh keadilan hukum terkait dengan
kerugian yang dialaminya. Dari hasil penelitian ini penulis juga merasa bahwa
kasus-kasus tindak pidana perkosaan tidak seharusnya diselesaikan melalui konsep
keadilan restoratif dan/atau jalur damai baik itu di Indonesia maupun di luar
Indonesia. Karena menurut penulis tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana
yang sangat melanggar Hak Asasi Manusia juga tergolong sebagai tindak pidana

berat.
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